
WALIKOTt. !..UBUKLINGGAU 
PROVINS! S JMATERA SELATAN 

PERATURAN WA~ll(OTA LUBUKLINGGAU 

NOMOR 34 TAHUN 2019 

1ENTANG 

Pl~DOMAN PENYELENGGARA BANTUAN PENDID[KAN BAGI MAHASISWA 
BERPRESTASI 

Menimbang 

Mengin gat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LuBUKLINGGAU 

a . ba hwa dalarn rangka mendukung program Waltkota d1 
Kota Lubuklinggau m enuju Lubuklinggau Kota 
madani khL susnya dibidang pendidikan maka perlu 
a danya bantuan kepada mahasiswa atau mahasiswi 
ya ng tidak mampu dan memiliki kemampuan serta 
potensi ctals.m bidan g pendidikan dalam lmgkup 
wilayah Kota Lubuklinggau; 

b . bah~a sehubungan pelaksanan Undang-Undang 
Nornor 23 T -iliun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah 
s ebagaimana telah beberapa kali d iubah, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
perubahan Kedua Atas Un dang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah telah 
terjadi perubahan kewen angan dalam penyelenggaran 
pendic:ttkan antara Pemerintahan Provinsi Dan 
Pemerintaha.n Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 
Selatan; 

c . bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
dimaksu d dalam huruf a sampai huruf b perlu 
menetapkan peraturan walikota tentang pedom an 
penyelenggaran program bantuan pendidikan bagi 
mahasiswa berprestasi 

1. Undang-LJndang Nomor 7 Tahu n 2001 ten tang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik ndonesia Tahun 2001 Nomor 87 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 41 14); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik I 1donesia Tahun 2003 Nomor 78 
Tambahan ..... ernbaran Negara Repub1ik Indonesia 
Nomor 4 3~ll), 

3. Undang-Urdcl ..... g Nomor 23 Tahun 2014 ,. "ntang 
Pemerintah Daerah (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5585) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan l:ndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4 . Undang-Und:trg Nomor 12 Tahun 201'.2 lentang 
Pendidika1, r;nggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Ne gar l Republik Indonesia Nomor '5336) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 
Tambahan ,__,embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kal1 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Na-;;ional Pend idikan (Lembara"1 ~egara 
Republik Indonesia Ta hun 2015 .:-.lomor 45 
Tambahar, ,embaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 567 0) 

6. Peraturan Pernerintahan Nomor 48 Tahun 2008 
ten ta ng pendanaan pendidikan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 
Tambahan Nt->gara Republik Indonesia Nornor 4864 ; 

7 . Peraturan p ... p-ierintahan Nornor 17 Tahun 2010 
tentang pengeloaan dan penyelenggaran pen didikan 
(Lernbaran l\egara Republik Indonesia Tahun 2010 
nomor 23, tambahan lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaim ana telah d iubah 
dengan peraturan Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
perubahan atas peraturan pernerintahan Nomor 17 
Tahun 20:0 tentang pengelolaan dan penyelenggaran 
pendidikan 1Lernbaran Negara Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, ~ambahan 

lernbaran Nef~ara Republik Indonesia Nornor 5157); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEOOMAI\ 
PENYELENGGARA BANTUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN 
BAGI MAHASIS\\t A BERPRESTASI 

BAB 1 

l(ETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota mi yang d imaksud dengan : 

1. Kota adalab Kota ~.,ubuklinggau. 

2 . Pemerintah {(ota adalah Pemenntah Kota 
Lubuklinggau. 

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n yang s elanjutnya 
disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kata Lubuklingga u. 

4 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Lubuklinggau. 

5 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya d1sebut APBD ada lah suatu daftar yang 
memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah 
pemerin tah ko a. 

6. Bantuan pencidikan bagi mah a siswa berprestas1 yang 
selanjutnya 1 !isebut bantuan pendidikan adalah 
program pemerintah Kota yang pada dasarnva untuk 
memberikan a p esiasi atau penghargaan kepada para 
mahasiswa yru1f memiliki pencapaian akademis dalam 
ruang lingkup \ egiatan kampu snya dan di..itamakan 
berasal dari keluarga yang k urang m ampu. 

7 . Program ban tuan pendidikan bag1 mahas1swa 
berprestasi adalah berupa bantuan operasional 
biaya pend1dikan mahasiswa dengan dana APBD 
Pemerintah Kota. 

8. Mahasiswa adalah m ahasiswa dan mahas1sw1 
penerima dana bantuan pendid ikan. 

Pasa l2 

Maksud dibentuknya pedoman penyelenggaraan 
bantuan pendidikan bagi mah asiswa berprestas1 

a. sebagai das 3.r penyelenggaran dana bantuan 
pendid kan agar tepa t s a sara n dalam mend ukung 
kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang 

bermutu;dan 

-3 



b. sebagai dasar pertanggung jawaban keuangan dana 
bantuan bagi mahasiswa berprestasi secara tertib, 
transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari 
penyimpanan sesuai dengan kewenangan masing­
masing pihak. 

Pasal 3 

Tujuan dibentuknya pedoman penyelenggaran bantuan 
pendidikan adalah untuk menunjang pencapaian sasaran 
program Walikota dengan memperhatikan azas keadilan, 
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

BAB II 

SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN 
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI 

Pasal4 

(1) Bantuan pendidikan diperuntuhkan bagi mahasiswa 
penduduk Kota yang berprestasi dan kurang mampu. 

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penduduk kota dan menunjukkan kartu 
tanda penduduk serta kartu keluarga sebagai 
pembuktian identitas. 

(3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah: 

a. mahasiswa baru Diploma tiga Akademi Kebidanan 
dan Diploma tiga Akademi Perawatan yang kurang 
mampu; 

b. mahasiswa strata satu paling rendah semester 3 
(tiga) dengan indeks prestasi kumulatif paling 
rendah 3 .8 (tiga koma tujuh); 

c. mahasiswa strata dua paling rendah semester 3 
(tiga) dengan indeks pretasi kumulatif paling rendah 
3.8 (tiga koma delapan);dan 

d. mahasiswa Strata tiga paling rendah semester 3 
(tiga) dengan indeks pretasi kumulatif paling rendah 
3.8 (tiga koma delapan); 

(4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah yang menempuh pendidikan pada perguruan 
tinggi yang memiliki kriteria: 

a. Institusi di terdapat wilayah Kota dengan Akreditasi 
Institusi dan Akreditasi program studi paling 
rendah setara C untuk tingkat pendidikan Diploma 
tiga Akademi Kebidanan dan Akademi Perawatan; 
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b. dengan Akreditasi In stitusi dan Akred1tasi Program 
studi setara A untuk tingkat pendidikan s trata satu, 
strata dua clan strata t iga. 

(5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat I 1) tidak 
sedang menerima bantuan dari sumber pemerintah 
pusat dan daerah lain. 

Bagian kedua 

Besaran Batuan Pendidikan 

Pasa l 5 

Besaran bantuar. pendidikan bagi mahasiswa berprestasi 
sesuai dengan anggaran yang tersedia. 

Pasal 6 

( 1) Dana bantuan pendidikan diberikan selama dalam 
jenjang pendidikan dengan berpedoman pada pasal 4 
ayat (1) sampai dengan ayat (5) 

(2) Dana bantuan pendidikan diberikan 1 (satu) kali 
setiap tahunr ya. 

(3) Pemberia n D ;:1_na sebagaimana dimaksuct pada ayat 
(2) diberikan -~ecara periodik pada bulan Juli 

BAB IV 

PELAKSANA BANTUAN PENDIDIKAN 

Pasal 7 

( 1) Pelaksanaan b11ntuan pendid ikan meliput1 

a. tim pengarah; dan 

b. tim manajemen. 

(2) Tim sebagaimc-.na dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
unsur Dinas serta organisasi prangkat daerah yang 
berkepentingan 

(3) Tim pengarat dan tim manajemen sebaga1mana 
dimaksud pad,:1 ayat (1 ) ditetapkan dengan keputusan 
Walikota. 

(4) Pelaksanaan c1aila bantuan mahasiswa berprestasi 
disusun mengacu pada APBD. 
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Pasal 9 

Tim pengarah ~ebaga imana d imaksud dalam pasal 7 
huruf a nempunya1 tugas da n tanggung jawab memberi 
arahan dalam pelaksanaan. 

Pasal 10 

(1) Tim manajern ··:1 sebagaimana d1maksud dalar:; pasa 
7 h uruf b mempu nya1 tuga s dan tanggung 3awab 
sebagai berikL t 

a. mengusulkar penetapa n a lokasi bant .1an dana 
bantuan P=nd1dikan yang bersumber dari APBD; 

b . menjamin ketersediaan alokasi dana 1-)t._ntuan 
pendidikan yang bersu m ber dari APBD sesuai 
dengan kebutuhan; 

c. mempersiapkan surat kepu tu san tim mana_Jemcn 
dan kelengkapannya; 

d. merencanakan dan melakukan sosiallsas1 kt> 
masyarakc L umum yang menjadi kewenangan kota 

e. Dinas --nelakukan pendataan dan/ rne·1enmc1 
usulan dan calon penerima dana bantuan 
pen didikan yang menjadi kewenangan kota,dan 

f. menetapka n aata .1umlah mahasiswa per mhun 
a nggaran sesuai dengan kriteria yang dimaksud 
dalam oasal 4 ayat (1) sampai dengan avat (5) 
dalam peraturan ini 

g. menyalurkan dana ke penerima bantuan 
mahasiswa TTielalui rekenmg yang bercmngkutan 
sesuai .Ke\\ enangannya; 

h . merencanE.kaP dan melaksanakan inonitonr g dan 
evaluas~ 

1. memben tariggapan dan menyelesa1kan pelayanan 
pengaduan masyarakat;dan 

J . melaporka 1 pelaksan aan keg1atannya kepada 
Walikota 

(2) Tim manajemen kota tidak diperkenakan untuk: 

a. merelokasikan dan/ mengendapkan dana 
bantuan bagi mahasiswa berprestasi yang telah 
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
untuk kegiatan lainya; 

b . m elakukan pungutan da lam bentuk aoapun 
terhadap um manajeme n;dan 



c. mengkourdinir pengadaa n barang/jasa dalam 
pemanfaa tan/ pen ggunaan dana ban tuan bagi 
mahas1swa berprestasi 

(3) Tim manaJernen kota mengelola dana operasional 
bantuan ·:,agi mahasiswa secara transparan yang 
akuntabel dan tidak dapat menolak d1audit oleh 
lembaga yang berwenang. 

(4) Dana operasi,)nal sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan oleh pada APBD. 

Pasal 10 

(1) Tim manajerren o:;ebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

huruf a mern:mnyai tugas dan tanggung jawab sebaga1 
berikut; 

a. menyusun dan menyampaikan data JUmlab calon 
mahasiswa yang mengaJukan bantuan pend1d1kan, 

b. melaksand ..--~~1 dar penyelenggaran bantuan 
pendidikan sesuai pedoman pelaksanaan dan 
a rahan tim manajemen; 

c. m engadaken evalua si penyelenggaran bantuan 
pendidiki::i11, 

d. melaksana l{an hal-hal yang dianggap perlu dalam 
pelaksanaan bantuan pendidikan sesua1 dengan 
kewenanganya berdasarkan ketentuan peraturan 
undang-undang. 

(2) Tim manajemen d ilarang mela kukan man1pulas1 data 
jumlah mahas1swa dengan maksud untuk memperoleh 
bantuan yant lebih besar. 

(3) Tim manajernen tidak dapat menolak diaudit oleh 
lembaga yan~ berwenang terhadap seluruh dana yang 
disalurkan yang berasal dari dana APBD 

BABV 

PROSEDUR PELAKSANAAN 

DAN PENGG UNAAN DANA BANTU AN PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 

Penetapan Alokasi Dana 

Pasal 1 J 

Mekanisme pe"lgalokasian dana bantuan pendidikan 
dilaksanakan st bagai berikut: 
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a. tim manaJe'Tien kota merekapitulasi data 1umlah 
mahas1swa iap pengaju an calon penerima bantuan 
pendidikan; ian 

b. tim manajemen kota melakukan venfikasi 1.-1.lang data 
jumlah mahasiswa sebagai dasar dalarn menetapkaP 
alokasi pada set ap tahunnya. 

Pasal 12 

Tim manajem<" kota menetapkan 
bantuan pendidikan sesua1 dengan 
ditetapkan. 

Pasa l 13 

penenma 
prosedur 

dana 
yang 

Penetapan penerima bantuan pendidikan ditetapkan 
dengan keputu:san Walikota a tas rekomendasi Tim 
mana.Jemen. 

Bag1an Ked ua 

Penyaluran dan a 

Pasal 14 

Mekanisme pe 1yaluran da na bantuan pend1dikan 
dilaksana kan de 1ga:1 syarat: 

a. bagi mahas swa penerima bantuan pend1d1kan yang 
belum memiliki rekening khusus harus membuka 
rekening atas nama yang bersangkutan;dan 

b. tim manajemen kota sesuai kewenangannya 
melakukan venfikasi dan menyusun rekapitulasi 
nomor rekemng sebagaiman a dimaksud pada 
huruf a. 

Pasal 15 

(1) Penyaluran dana bantuan pendidikan dilakukan 
langsung dari Kas Daerah sesuai kewenangannya ke 
rekening penerima dana bantuan pendidrkan. 

(2) Penyaluran ,lana sebaga1mana dimaksud pada ayat 
(1) diatur iebih lanjut denga.n keputusan Wahkota. 

Pasal 16 

Apabila terdapat perbedaan antara jumlah dana yang 
diterima dengan jumlah mahasiswa penerima, maka 
harus segera dilaporkan oleh Kepala Dinas melalui Tim 

Manajemen. 



Pasal 17 

Apabila dalarr~ penyaluran dana terdapat selisih kurang 
atau selisih lebih , maka selisih tersebut akan 
diperhitungkan pada penyaluran tahap berikutnya. 

Pasa l 18 

Bantuan pend id1kan d ihentikan apabila m a hasiswa 
penerima bantuan pendidikan: 

a. nilai Indeks Prestasi Komulatif pada semester 
berikutnya tidak m encapai standar minimum 
sebagaimana dimaksud dalam pasa l 4 ayat 11); 

b . berhenti ku liah· dan/atau 

c. menin ggal duma . 

Pasal 19 

Dana ban tuan ;Jendidikan dilarang digunakan untu k ; 

a . disimpan dalam Jangka waktu lama dengan 

maksud u n tuk dibungakan; 

b. d ipinjamkan kepada pihak lain; 

c. membiayru kegiatan yang t idak menjadi prontas 

dalam ketentua n ini; 

d. membeli bahan i peralatan yang tidak mendukung 

proses kegia1 an pembelajaran ; 

BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 

Monitoring 

Pasal 20 

Tim m anajemen melakukan monitoring dan evaluas1 
untuk mencegah t.erjadinya kesalahan dan penyimpangan 
pengelolaan darn: bantuan pendid ikan. 

Pasal 2 1 

(1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim 
manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 
adalah m on itonng internal dan bersifat superv1s1 
klinis . 

(2) Monitoring ir t.ernal yang bersifat supervis1 klims 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakasanakan 
dalam rangka pembinaan . 
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(3) Apabila dalam proses pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tim menemukan permasalahan 
pada pelaksanaan penyaluran dana bantuan 
pendidikan tim manajemen ikut serta menyelesaikan 
permasalahan. 

Pasal 22 

(1) Selain monitoring internal juga dilakukan monitoring 
eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap 
pelaksanaan program yang melakukan analisis 
terhadap dampak program, kelemahan dan 
rekomendasi untuk perbaikan program 

(2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dapat dilakukan oleh lembaga independen 
atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undang 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 23 

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, 
kebocoran dan/ atau pemborosan serta bentuk 
penyelewengan lainnya dalam pengelolaan dana bantuan 
pendidikan perlu diadakan pengawasan melekat, 
pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 

Pasal 24 

Tim manajemen kota wajib menerapkan pengawasan 
melekat dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan 
sesuai kewenangannya. 

Pasal 25 

(1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga yang 
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Selain pengawasan fungsional unsur masyarakat dapat 
mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan dana 
bantuan pendidikan. 
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Bagian Ketiga 

Pelaporan 

Pasa l 26 

Penerima dana bantuan pendidikan wajib menyusun dan 
menyampaikan taporan penggunaan dana kepada tim 
manajemen. 

Pasal 27 

Tim manajemen wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan kegiatan kepada walikota. 

BAB VII 

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKA':' 

Pasal 28 

Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas 
pelaksanaan dar pemanfaatan dana bantuan pendidikan 
pemerintah kota menyediakan layanan pengaduan 
masyarakat. 

Pasa l 29 

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 
disampaikan ata u rnenghubungi alamat sebagai benkut : 

Telepon : (0723) 4540314 
Faksimili : (0...,2 :~ 1 4540325 

E-mail disaik_lg@yahoo.com 

Pasa l 30 

Pemerintah kota dapat menyediakan layanan pengaduan 
sebagaimana d.imaksud dalam pasal 28 guna 
menampung dar menanggulangi pengaduan masyarakat 
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan 
bagi mahasisawa berprestasi yan g menjadi tanggung 
jawabnya. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 1 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

-1 1 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Lu buklinggau .. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal/ ~'-' dv ll 2019 

WALIKOTA BUKLINGGAU, 

I 

/ 
H. S.N. P A PUTRA SOHE 

Diundangkan di Lubuklinggau 

Pada tanggal/ 0/o ~uli 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

TA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 31 
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